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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah,

Tindak pid.ana korupsi merupakan permasalahan glan@sa ini tidak hanya
dihadapi oleh Negara Indonesia namun juga dialbampir seluruh negara di dunia.
Bagaimana tidak, tindak pidana korupsi bukan hata@at membahayakan stabilitas
serta keamanan negara dan masyarakat, membahg@kédangunan sosial, politik,
ekonomi masyarakat dan merugikan keuangan sergkgemian negara, hamun
dampak yang lebih jauh dapat pula merusak nilairrdemokrasi dan moralitas

bangsa karena dapat berdampak membudaya.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang tecantunaldind pembukaan alinea ke-
4 United Nation Convention Against CorruptjoB0032 — Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, 2003, yang berlsetyagai berikut :

“Convinced that corruption is no longer a local ttex but trans-national
phenomenon that affect all societies and economigking international

cooperation to prevent and control it essential”.

“Meyakini, bahwa'korupsi tidak-lagi-merupakan makalokal,- melainkan

suatu fenomena transnasional yang mempengaruhiuselmasyarakat dan

'Ermansjah Djaja, 201Qyleredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupkikarta:
Sinar Grafika, him. 3.

2 United Nation Convention Against CorruptiqyNCAC) diratifikasi ke dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penge44H@AC. (Lembar Negara Tahun
2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 4620).



ekonomi yang mendorong kerja sama internasionatkumhencegah dan

mengontrolnya secara esensial”.

Makna yang sama juga disampaikan dalam konside@mmbang huruf b
dan huruf c, undangj-und'énlg'. ratifikasi UNCAC (Unimdtibn Convention Against
Corruption)® Terkait dengan tindak pidana korupsi yang sudammjaaé Trans-
National Crime faktor kekuasaan tentu menjadi faktor utama penperilaku
koruptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Lord Actp John Emerich Edward
Dalberg-Acton ) dalam suratnya kepada Bishop Mdngkkni, “power tends to
corrupt, and absolute power corrupt absolutely’kekuasaan cenderung untuk

korupsi, dan kekuasaan absolut menimbulkan koygsj absolut pula™

Sedangkan, Miriam  Budiardjo lebih melihat pendapati Lord Acton
mengenai dictum tersebut melalui pendekatan politik bukan mengana
pendekatan hukum sehingga maknanya menjadi lelab. IAdapun maksud dari
“power tends to corrupt...”berdasarkan ilmu politik yang telah berkembangnyak
“Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untrkyatahgunakannya”, dan
“...and absolute power corrupt absolutely’bermakna “... dan manusia yang

mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti menyalakamrkekuasaannya”.

Alasan penulis mengguhakatictum yang 'dikemukakan aleh: Lord Acton

karena dinamika perkembangan tindak pidana komipsidonesia memang sejalan

% Lihat konsideran huruf b dan huruf ¢, Undang-Urddtomor 7 Tahun 2006
tentang Pengesahan United Nation Convention Ag@&iastuption (UNCAC).

* Ermansjah DjajaDp. Cit, him. 1.

> Miriam Budiardjo, 1977Dasar-Dasar limu Politik Jakarta: Gramedia, him. 99.



dengan makna yang terkandung di dalam pendapat Actah tersebut. Perilaku -
perilaku koruptif yang berbuah tindak pidana korupsmang didasari dari adanya
penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan padasimarmiubungan antara
“korupsi” dan "kek_uasa_an”-juga pernaﬁ diungkapkehseorang ahli-hukum-pidana
yang juga ahli d.alam strategi pemberantasan tinmdkna korupsi yakni Romli

Atmasasmita. Beliau berpendapat bahwa:

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flugzanenyebar ke seluruh
tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-angkah-langkah
pemberantasannya pun masih tersendat-sendat s&ampd{orupsi berkaitan
pula dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaarpeiiguasa dapat

menyalahgunakan kekuasaan-nya untuk kepentingdadpyi keluarga atau

kroninya”®

Penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan tgadindak pidana
korupsi, dewasa ini tidak hanya berada di ranah epmmahan. Tetapi, sudah
memasuki ranah bisnis terutama dalam Badan UsaHl&k Megara (BUMN)
berbentuk Persero. Bentuk-bentuk pemberian modalpéaerintah kepada pihak
swasta berupa saham ke dalam suatu korporasi, dileaijamodal / aset negara
berada di bawah pengelolaan pihak korporasi. Halidak menutup kemungkinan
adanya penyelewengan modal / aset negara yangikidakoleh korporasi tersebut

dan pada akhirnya akan bermuara pada indikasi adarjak pidana korupsi.

Karena pada dasarnya, badan hukum dalam!/hal ipokasi, tidak lagi hanya

sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumputang-orang yang bergerak

® Ermansjah DjajaDp. Cit.,him. 4.
’ Marwan Effendy, 2012Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty
Dalam Penegakan Hukurdakarta: Referensi, him. 84.



dalam bidang tertentu, yang terorganisir, tetapinlduas lagi, bahkan keterlibatan

korporasi dalam tindak pidana telah diposisikamjsgbagai subjek hukufn.

L.S. Susanto dalam bukunya Kejahatan Korporasigseimana dikutip oleh
Marwan Effendy, juga mér'mylaitakan bahwa pertumbulaaf‘pérkembangan korporasi
semakin kondusif dikarenakan sifat dari korporasi sendiri yang ekspansif,

berupaya untuk berkembang menjadi besar dan |esiartagi’

Demikian halnya dengan tujuan berdirinya BUMN kiarsta yang berbentuk
Persero. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal @ ahatuf b Jo. Pasal 12 poin b
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadarhdJddilik Negara (
selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN Persero memiltkjuan untuk mengejar

keuntungan walaupun tidak terbatas hanya untulitu.

BUMN berbentuk Persero yang memiliki saham minifdato dimiliki oleh
negara tersebut;' di tuntut untuk dapat menyediakan barang dan/gaa yang

bermutu tinggi yang tidak lain tujuannya untuk nmgkiatkan keuntungan dan nilai

® Ibid., him. 83.
° |bid., him. 84.
9 Tyjuan lain dari BUMN ialah :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonamaiianal pada umumnya
dan penerimaan negara-pada khususnya ;
b.: Mengejar keuntungan ;
c. ~Menyelenggarakan-kemanfaatan umum dengan-penyetimamg: dan-jasa yang
bermutu-tinggi dalam pemenuhan hajat hidup orangdia;
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang balapat dilaksanakan oleh sektor
swasta dan koperasi ;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kegetayusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi dan masyarakat.
" pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 286&ing Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah(8 Rlbmor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297).



perusahaal? Untuk mencapai tujuan tersebut, direksi BUMN Perseliberi
kekuasaan untuk menyelenggarakan perusahaan tedemgan berpedoman pada

undang-undang mengenai Perseroan terbtas.

Hal ini sebagaihwané'dilé.manatkan d.;'sllam Pasal 11 UMNB yang menyatakan
bahwa BUMN berbentuk Persero memiliki prinsip-pipnglan ketentuan yang
terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 199&rgrRerseroan terbatas yang
mana telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undaogidt 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas ( selanjutnya disebut UU PT ).

Namun dalam perkembangannya, terjadi disharmonieagilasi antara UU
BUMN beserta UU PT dan Undang-Undang Nomor 17 Tald@3 tentang
Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN) bedénidang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidang&isebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangbBban Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasadaliPidana Korupsi

(selanjutnya disebut UU PTPK).

Disatu sisi, BUMN Persero yang modal nya minimgddimiliki oleh negara
harus tunduk pada UU KN. Namun, di sisi lain, péolgan BUMN Persero juga

harus tunduk pada regulasi UU PT dan hal ini béategan dengan doktrin-doktrin

12 Andriani Nurdin, 2012Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian
Hukum Bandung: Alumni, him. 77.

13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseferbatas. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,bedman Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756).



badan hukum? Implikasi dari pertentangan ini adalah ketidalkdsiman direksi
BUMN Persero untuk mengambil kebijakan bisnis karelibayangi akan adanya

kerugian keuangan negara yang berujung pada tpidaka korupsi.

Disharmonisasi ar'rfa}'. peraturan.. perundang-Llndanglah tentu akan
mempengaruhi penegakan hukum pidana khususnyalandikorupsi. Seperti yang
dinyatakan Muladi, bahwa penegakan hukum bermulda pthap perumusan
peraturan perundang-undangan (tahap formuladdalam teoriLegal Systermya
Friedman, elemen ini disebut sebagi@igal Substancé€substansi hukum}® dan
menurut Soerjono Soekanto sebagaimana diilhami oésmi Friedman, faktor
undang-undang khususnya ketidakjelasan rumusarl pada luasnya penafsiran

dapat mempengaruhi penegakan hukt/m.

Penulis berpendapat bahwa, ketidakharmonisan grgeaturan perundang-
undangan yang menaungi BUMN Persero ini akan bepdinpada penegakan
hukum pidana korupsi yangver laping dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sehingga berujung pada aksi "kriminalisd&ikebijakan bisnis.

% Salah satu doktrin fundamental dalam badan hukamdianut oleh seluruh badan
usaha berbadan hukum ialah-adanya pemisahan kekagtga pemodal dan badan hukum,
sehingga kekayaan pemodal menjadi kekayaan badamhitt sendiri.

15 'Muladi sebagaimana dikutip dalam Shinta-Agusti®@]4, Asas Lex Specialis
Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidak&arta: Themis, him. 33.

® Lawrence M. Friedman, 200Hukum Amerika: Sebuah pengantalakarta:
Tatanusa, him. 7.

" Soerjono Soekanto, 201Baktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Jakarta: Rajawali Pers, him. 17-18.

18 |stilah kriminalisasi yang penulis gunakan ialatilah populer yang digunakan
untuk mempidanakan hal yang semestinya bukan mieanptindak pidana, bukan istilah
kriminalisasi yang lazim digunakan oleh para aldapa.



Ada beberapa contoh kasus terkait kriminalisasisa#isi bisnis yang berujung
pada sangkaan tindak pidana korupsi. Salah satyakra menimpa Hotasi Nababan,
Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airline (Peadgselanjutnya penulis sebut
PT.-MNA)'° yangdisangka “telah ‘melakukan perbuatan yang.rhisregkan
kerugian keuandan negara. Hotasi didakwa dengamnwadak alternatif berupa
dakwaarprimair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18(ayduruf b, ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1&89f8ang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubadmd&lndang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-UndangM&imTahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Serta dakwaasubsidair lyaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) liru
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 T&al889 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubatnd&Indang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang@M&imTahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Kordpsi.

Hotasi didakwa telah melakukan tindak pidana karu@ng merugikan
keuangan negara dengan menyalahgunakan wewenaagasdbirut PT. MNA
dalam melakukan penyewaan pesawat. Padahal falktian gersidangan menunjukan

tindakan yang-diambil Dirut PT. MNA merupakan keman bisnis-yang dilakukan

9 Kriminalisasi transaksi bisnis ini juga telah &efij sebelumnya dalam perkara
Republik Indonesia v. Sutrisno (1999), Republikdnésia v. TG, Republik Indonesia v.
OKW, AA, dan S (2010).

% putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korup&iarta Pusat Nomor:
36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.



dengan itikad baik dan berdasarkan Rapat Umum Pamegaham (RUP$).
Walaupun pada akhirnya berujung pada penipuan diagukan olehThirdstone
Aircraft Leasing Groud TALG) dari pihak Amerika Serikat kepada PT. Médrman
mengakibatkan k_erugign-keuangan PT. Merpati selfgshr 000. 000;--(satu- juta

dollar Amerika)?*

Setelah melewati panjangnya proses persidangairng&ahHotasi Nababan
selaku direksi PT. Merpati divonis bebas dari segahtutan oleh Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta PuatAmbiguitas status keuangan negara dalam
BUMN Persero ini dapat dengan mudah dibelokan ndengksi kriminalisasi

terhadap kebijakan bismis.

Status keuangan negara dalam BUMN khususnya yargeitek Persero
sebenarnya telah menjadi perdebatan berbagai aklinh Di satu sisi ada yang
berpendapat bahwa keuangan negara dalam BUMN PBensataupun telah
dipisahkan akan tetap menjadi keuangan negaran@ghiketika terdapat kerugian
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Pd#&pat dijerat dengan

tindak pidana korupsi.. Hal ini diperkuat denganuBah Mahkamah Konstitusi yang

2 Keputusan penyewaan pesawat dengan diberinyailfiites bagi perusahaan
untuk menentukan jenis dan tipe pesawat demi sgdedrus keuangan PT. MNA telah
sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT. M&hAin 2006 poin 4.4.1.4 dan telah
disetujui olehBoard of Director(BOD) PT. MNA. Lihat Hotasi Nababan, 2018ukum
Tanpa TakaranJakarta: Q Communication, him. 199 dan 222.

2 Kronologi selengkapnya dapat dibaca dalam Hotabidan|bid., him. xix-xxiv.

% putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsirtiaPusat ...Loc. Cit.

% Hotasi NababarQp.Cit,him. 181.



menolak (dengan 1 hakirdessenting opinignpengujian Pasal 2 huruf g UU

Keuangan Negara agar keuangan negara terpisakegiarigan BUMN?>

Pihak lain berpendapat bahwa, regulasi yang demikengat bertetangan
dEngan doktrin doRtinVdArt badan-hukur-dan-dariuikikhd [jan oarn BUMN
Persero itu sendiri. Terlebih lagi sudah terdapatwe Mahkamah Agung No.
WKMA/Yud/20/VI1II/2006 tertanggal 16 Agustus 2006ang menyatakan dengan
tegas bahwa tagihan bank BUMN bukanlah tagihanraedgn bunyi Pasal 2 huruf g
UU Keuangan Negara tidak mempunyai kekuatan mehgéeara hukum. Sehingga
logika hukumnya adalah kekayaan BUMN bukanlah tewkakedalam kekayaan
negare® Hal ini sangat berpengaruh terhadap mekanismeugetan tindak pidana
korupsi dalam tubuh BUMN khususnya Persero, darastggn hukum bagi para

penyelenggara BUMN Persero dalam menyelenggarakarsghaanny3.

Berdasarkan variabel-variabel yang telah penudibaijkan sebelumnya,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukuemghn judul Status K ekayaan
Negara dalam Permodalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dan
Implikasinya terhadap Pengusutan Tindak Pidana Korupsi yang Memenuhi

Unsur Merugikan Keuangan Negara".

% putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/ PUU/2013. _

% Erman Rajagukguk dalam Shidarta dan Jufrina R{zal.), 2014, Pendulum
Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J. Ligkhoff Yogyakarta: Genta Publishing,
him. 300.

%" Gustav Radbruch mengklasifikasikan tujuan hukummjet tiga dan diantara
ketiga itu saling berkecamuk untuk didahulukannyak

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan Hukum;
3. dan Kemanfaatan Hukum.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yangh telikemukakan
sebelumnya, yang menjadi pokok-pokok permasalahdalam penelitian hukum ini
adalah :

1. Bagaiménakah status keuangan negara yang - dipisaldebagai
permodalan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)pbstuk Persero
?

2. Bagaimanakah mekanisme pengusutan tindak pidang$iopada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero ?

C. Tujuan Penélitian
Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami status keuangananggag dipisahkan
sebagai permodalan dalam Badan Usaha Milik Ned#ddi(N) berbentuk
Persero.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengusit@ek pidana
korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) betbkrPersero.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teaoritis

a.' Untuk “menambah .ilmu ' pengétahuan; memperluas cakrawearpikir
penulis serta melatih kemampuan dalam melak.ukarelipian secara
ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bethiligan.

b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khuausagm bidang

hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada urgamn
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c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi pemyalitu dalam rangka
menganalisa dan menjawab keingintahuan penulisadefh perumusan
masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitidarjuga bermanfaat dalam
memberikan _kontribusi pemikiran dalam menunjangk@abangan.ilmu
hukum .khususnya pada status keuangan negara y&etpldi sebagai
modal oleh Badan Usaha Milik Negara beserta ruamgkdip kerugian
keuangan negara apabila terjadi di dalam tubuh BURhsero.

2. Manfaat Praktis
a. Hukum Acara Pidana
Memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukutgana
korupsi baik pada tingkat penyelidikan, penyidikgenuntutan serta
putusan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum Hdakim terkait kasus
tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam tubuMBN Persero.

b. Institusi Pemerintah

Memberikan landasan atau acuan bagi institusi patah dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Kepolidan Kejaksaan
agar kedepannya dapat menjadi institusi yang éfelkin efisien dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi pada umumrmaa.tiddak pidana
korupsi dalam tubuh BUMN Persero pada khususnya.

c. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarekagsi bentuk

dari pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimananditkara di dalam

11



alinea ke - 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Ne&agublik

Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

E. Kerangka Teoritisdan Kerangka K onseptual

Kerangka Teéritis'éd'élah suatu kerangka dari teori yanig salah satunya

berguna untuk mempertajam atau mengkhususkanyakthendak diselidiki dan di

uji kebenaranny&®

1.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisarefitian ini diantaranya :
Teori Badan Hukum

Sebelum membahas mengenai badan hukum, terleiblud&arus
diketahui klasifikasi dari subjek hukum. Berdasarkailmuan, subjek hukum
adalah segala pemangku hak dan kewajiban dan keymdapat dimintakan
tanggung jawab® Subjek hukum itu sendiri dibagi atas dua, yaknnuséa
sebaganatuurlijk persoordan badan hukum sebagacht persoon

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hans KelSdémhwa subjek
hukunt! dapat dibedakan menjaghysical persor{pribadi fisik) danjuristic

person(pribadi hukum). Pembahasan ini akan dititik beaatlpadguristic

121.

& Soerjono: Soekanto, |201Rengantar ‘Penelitian’Hukundakarta: Ul-Bress, him.

29 Munir Fuady, 2013Teori-Teori Besar Dalam Hukurﬂakarté: Kencana, him. 151.
% Seorang pemikir besar dunia dalam bidang hukumik@an Kelsen merupakan

salah satu momentum diakuinya hukum sebagai slmtutersendiri yang berbeda dengan
ilmu lain.

31 Konseplegal personadalah konsep umum lain yang digunakan dalam piasien

hukum positif dan terkait erat dengan konsep kdéwaajidang hak hukuniegal person
adalah substansi hukum yang memiliki kewajiban Hak hukum sebagai suatu kualitas
hukum.

12



persoonsebab pada dasarnya tidak ada perbedaan ahigsecal persoman
juristic person

Perbedaan antagzhysical persordan juristic personhanyalah pada
penyebutan katg laininya saja. Kata lain pagisical persormadalah-manusia,
sedangkar; kata lain dgtiristic personadalah bukan manusiaSelebihnya,
perbedaan antarphysical persondan juristic persontidak relevan karena
semuapersonmenurut hukum adalah buatan dan kebenarannya beesum
pada norma-norma yang lebih tinddiHal ini sejalan dengan pendapat
Meijers, yang menyatakan bahyaistic person(badan hukum) adalah suatu
entitas yang konkrit, riil, walaupun tidak bisa miba, bukan suatu khayal

melainkan suatu kenyataan yuridysiidische realiteit.>*

Dalam hal|kasuistis, badan hukum atau yang disglga juristic
person dapat dipersamakan dengan korporasi. Dal&tack’s Law

Dictionary, *® korporasi diartikan sebagai:

“An entity (usually a business) having authorityden law to act as
a single person distinct from the shareholders vdwn it and
having rights to issues stockand exist indefinjtedly group or
succession of persons estabelished in accordandd iegal
rulesinto or juristic that has legal personalitystinct from the
natural personswho make it up, exist indefinitelyaat from them,
and has the, legal powersthatitconstitution gives i

3 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, 2006eori Hans Kelsen Tentang Hukum
Jakarta: KonPress. him. 83.

% bid., him. 84.

3 Chidir Ali, 2014,Badan HukumBandung: Alumni, him. 24.

3 Henry Campbell Black, 2008lack’'s Law Dictionary 9th Editiort. Paul, Minn:
West Publishing Cohim. 341.
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Istilah badan hukum sendiri diberbagai negarabdwma-beda. Di
Indonesia , badan hukum diartikan sebagai korpadasi di Inggris pun,
istilah corporate sepadan dengan istilah badan hukum di dalam bahasa
Indonesia. _Istila_h badar: hukum juga‘’dikenal dalahasa Jerman,.yakni

“substratum”atau“unterlage”. *°

Walaupun dikenal dengan istilah yang berbeda-beefinisi dari
badan hukum diberbagai negara relatif sama. HarlseKemerumuskan
definisi korporasi sebagai “sekelompok individu ydgerlakukan oleh
hukum sebagai suatu kesatuan, yaterson yang memiliki hak dan

kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban indiwydng membentuknya®’

Pendapat Hans Kelsen juga kiranya sejalan dengadapat Muladi
dan Dwija Priyantd® Mereka berpendapat bahwa korporasi merupakan suatu
badan yang terdiri dari anggota-anggota dan anggujgota tersebut
mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisangdn hak dan
kewajiban tiap-tiap anggota.

Terkait dengan sifatnya, R. Subekti dan R. Rochi8aemitro

menyatakan bahwa badan hukum memiliki harta kekayasendiri seperti

% Munir Fuady,Op. Cit., him. 167-168.

37 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’a©p. Cit., him. 85.

% Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Hukum PidanaBandung: STIH, him. 19-20.
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orang pribadi, hak dan kewajiban serta menggugat digugat di depan
pengadilar’®

Begitupun pendapat yang dikemukakan oleh Sri 8sedlaschun
Sofwan yang.m_enyatakan bahwa “disampingimanusiayaebabjek-hukum
tunggal, te.rdapat badan hukum yang merupakan kampadéri orang-orang
yang mendirikan badan yang kumpulan hartanya diskad untuk tujuan

tertentu®®

Jika dilihat dari perspektif sejarah, manusiatgea kali diakui
sebagai subjek hukum yang memangku hak dan kewajiadu berturut-turut
berdasarkan pendapat George White-cross Patgang diakui sebagai

pemangku hak dan kewajiban adalah :

=

Keluarga;
2. Badan-badan keagamaan;
3. Badan-badan pemerintah;
4. Badan hukum ekonomi / bisnis.
Terkait dengan badan-badan ekonomi atau bisagarb hukum yang
berbentuk Perseroan sebenarnya telah dikenal damarz Yunani (dan

Romawi). Badan_ hukum yang‘berbentuk Perseroan paddu itu. diberi

152.

% Shidarta dan Jufrina Rizap.Cit, him. 297.
“0 Chidir Ali, Op.Cit.,him. 19.
*1 George White-cross Paton sebagaimana dikutip d&lanir Fuady,Op. Cit., him.
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namacollegium atau corpus Collegium atau corpusini memiliki beberapa
perinsip hukum yang masih berlaku sampai sekadiagtaranya #?
1. Harus terdapat beberapa anggota datlegium tersebut,
biasarya:minimal.3 orang;
2. Suatucollegiumbiasanya memiliki aset sendiri;
3. Hak dan kewajibacollegiumbiasanya terpisah dari hak dan
kewajiban para anggotanya;
4. Collegiumdapat memiliki harta sendiri;
5. Harta milik collegium dapat disita dan dijadikan jaminan
utang yang dibuat oletollegiumtersebut;
6. Collegium memiliki pengurus dan anggaran dasar yang
disusun oleh anggotanya.

Begitupun 'dalam perkembangannya sekarang, badahauyang
berbentuk badan hukum (dalam hal ini Perseroarat@sh BUMN Persero,
perusahaan daerah, dsb.) memiliki ciri khas terkaita kekayaan. Harta
kekayaan badan usaha yang berbentuk badan hukymsaterdari harta
kekayaan anggota dan/atau pengurusnya sehinggaungaipmplikasi jika

perusahaan pailit, maka tanggung jawab hanya sekekayaan yang dimiliki

“21bid., him. 160.
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perusahaafl® dan eksistensi serta validitasnya tidak teranckeh kematian,

penggantian atau mundurnya pemegang sdham.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat digamp bahwa
korporasi mefupakénh.l:)adan huku;n yang sengéjé gieptoleh hukum itu
sendiri, dan dengan itu ia mempunyai kepribadianmdanjadi subjek hukum
disamping manusia. Adapun sifat-sifat dari suatdabahukum / korporasi /

badan usaha yang berbentuk badan hukum diklaskémsebagai berikut*’

1. Perkumpulan orang ;

2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubunganrigaiou
hukum;

3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;

4. Mempunyai hak dan kewajiban;

5. Dapat digugat dan menggugat dimuka pengadilan.

. Doktrin-Doktrin dalam Hukum Perusahaan

Dalam hukum korporasi modern atau hukum perusakbasusnya,
dikenal beberapa doktrin yang diakui dan berkembadglam

penyelenggaraan suatu perusahaan / perseroan,dain sistem hukum

57.

“3 Chidir Ali, Op. Cit.,hlm. 109.
a4 Yahya Harahap, 201Hukum Perseroan Terbatadakarta: Sinar Grafika, him.

> Shidarta dan Jufrina Rizap. Cit.,him. 298.
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eropa kontinental maupun sistem hukum anglo-s&dboktrin tersebut
diantaranya:
1. Piercing the Corporate Vell
Sa_lah- satus cirl dari»perseroan) adalah terbatasagggung
jawéb hanya sebesar saham yang disetorkan ataestisikar!! Hal
ini lah yang disebut sebagai tirai korporasi atatporate veil Namun
demi tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajpagia keadaan
tertentu atau secara kasuistik, tirai korporasi d@ipat ditembus
(Piercing Corporate Ve)l*®
Piercing the Corporate Veitlalam Black's Law Dictionary
mempunyai arti*®
"The judicial act of imposing personal liability atherwise immune
corporate officers, directors, or shareholders fibre corporation's
wrongful acts.”
"Tindakan hukum yang memaksakan tanggung jawabagirilatas
kekebalan komisaris, direktur, atau pemegang sadtas kesalahan
yang dilakukan korporasi. (terjemahan bebas)"
Dengan ditembusnya tirai korporasi tersebut, md&agan
sendirinya\pemegang ‘saham, direksi, dan/ atau, - lapisisikut

bersama-sama menanggung resiko dalam pembayaranpéeseroan

“% Di Indonesia, doktrin-doktrin dalam penyelenggarasatu perusahaan diakui dan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007arenPerseroan Terbatas.

* Lihat catatan kaki nomor 43.

8 Yahya Harahagp. Cit.,him. 76.

*9Harry Campbell BlackQp. Cit.,him. 1264.
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menggunakan harta pribadi. Adapun hal-hal yang menghapus
tanggung jawab terbatas adalah:

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belunticda&
ter_penuhi, sehinggaperbuatan) perseroan menajgdiguag
jawab bersama semua pendiri, komisaris; dan dired¢aara
tanggung rentang?

b. Pemegang saham perseroan yang bersangkutan baka sec
langsung maupun tidak langsung mempunyai itikadulour
untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingaadiris

2. Fiduciary Duty

Fiduciary Duty* oleh Black's Law Dictionary’ diartikan
sebagai & duty to act with the highest degree of honesty lagalty
toward another person and in the best interesthef other person
(such as duty that one partners owes to anothgshg mempunyai
arti "tugas untuk berbuat dengan tingkat kejujudemn kesetian
tertinggi kepada orang lain untuk kepentingan orang (terjemahan
bebas).

Sejatinya pengurusan suatu perseroan tidak culkampyah

dengan melaksanakan tujuan perseroan sesuai-AD, tetapi perlu

¥ Hal ini sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 @yaindang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

°l Yahya HarahapQp. Cit.,him. 77-81.

*2 pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TerRerseroan Terbatas.

%3 pasal 3 ayat (2) huruf Hid.

** Fiduciary Dutydi atur dalam Pasal 85 ayat (IDid.

%> Harry Campbell BlackQp. Cit.,him. 581.
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adanya itikad baik dan penuh tanggung jawab ddrapeanggota
direksi>® Begitu pula direksi dan komisaris BUMN yang jugarus
mengelola BUMN dengan itikad baik dan penuh tanggjawab®’
Maknay itikagh baik dalarfiduciary dutydiantaranya®®
é. Wajib dapat dipercaya;
b. Wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengamtygng
wajar;
c. Wajib patuh pada peraturan perundang-undangan;
d. Wajib loyal pada perseroan;
e. Wajib menghindari benturan kepentingan;
Sedangkan makna penuh tanggung jawab dathmiary duty
diantaranya®®
a. Wajib dengan seksama dan hati-hati dalam melakaanak
kepengurusan;
b. Wajib melaksanakan kepengurusan dengan tekun ¢ap.ca
3. Ultra Vires
Ultra vires atau dalam bahasa inggris diselngyond the
powers®® atau diluar kekuasaan/ kewenangan merupakan parbua

yang dilakukan' ' oleh" " 'direksi. |'sebagai - -perseroean, adilu

* Yahya Harahagp. Cit.,him. 373.

*"Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero sebSgafrate Legal Entitgalam
Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara padaNBUMrnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM No.4, Volume 20, Oktober 2013, him. 635.

%8 Yahya HarahapQp. Cit.,him. 374-378.

*%bid., him. 378-380.

® Harry Campbell BlackQp. Cit.,him. 1662.
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kewenanganny. Timothy Endicott menyatakannya sebabeiond
the agency legal pow&f Sedangkan Frank Mack mengartikdtira
Vires sebagai®®

'Thelterm_ ultra viresain its praperisense, denot@aeact or

transaction on the part of corporation: which altiylh not

unlawfull or contrary to public policy if done executed by an
individual, is jet beyond the Ilegitimate powers tife
corporation as they are defined by the statuteenmnwich it is
formed, or incorporation paper"

Secara garis besailtra vires adalah tindakan yang dilakukan
oleh individual yang menjadi bagian dari korporasmun tindakan
atau transaksinya tersebut tidak berdasarkan hukiam kebijakan
publik dan|berada diluar kewenangan/ otoritas #arporasi yang
ditetapkan oleh AOstatute/ inter vires)

Secara doktrinal, dengan mengacu pada pengertiatad,
segala kontrak maupun transaksi yang dilakukarkslidengan pihak
ketiga bersifatultra vires akan batal fulity). Hal ini dikarenakan
perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontraktetagaksi yang
mengandungultra vires dan transaksi serta kontrak tersebut tidak

cukup hanya dilakukan dengan itikad baik, namurasemya pihak

ketiga melihat ‘'dan memahami konstruksi maksud , dgwman dari

61 Secara umum, acuan untuk menentuihira vires adalah peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan serta anggaran déaarun di Indonesia patokan untuk
menentukamiltra viresialah pada Anggaran Dasar.

%2 Jhonny Ibrahim, "DoktrirUltra Vires Dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap
Badan Ig|3ukum Piravat", Jurnal Dinamika Hukum No.8Juwhe 11, Mei 2011, him. 239.

Ibid.
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perseroan tersebut dalam AD.Hal ini tentu saja dapat merugikan
pihak ketiga karena dalam transakdira vires, pihak ketiga tidak
dilindungi.

Na}mun--pergeserain doktrinltra vires yang dipelopori-oleh
Eur;)pean CommunityEC) dalam Act 1972 Section9 (1) lebih
mengedepankan perlindungan terhadap pihak ketagank :

a. Seseorang yang berhubungan dengan perseroan ggmata
faith dalam suatu kontrak atau transaksi yang dibuah ole
direksi perseroan, dianggap tindakan tersebut ra&aip
kapasitas dan ruang lingkup dari perseroan tersebut

b. dan oleh karenanya, pihak ketiga tidak perlu mernkark
itikad baik karena ia tidak terikat untuk mempeytan ruang
lingkup tujuan dan kapasitas dari perseran.

Di Indonesia sendiri, doktrinltra vires diakui dalam hukum
perusahaan. Hal ini dapat ditelusuri dalam UU Prigymenegaskan
bahwa pendirian perseroan harus mempunyai maksutuplean, serta
kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengantketeperaturan-
perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atauilesu® Adapun

maksud dan tujuan tersebut lebih lanjut dirumusiaam AD®’

% Yahya HarahapQp. Cit.,him. 66.

® Ipid., him. 68.

% Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200#aFe Perseroan Terbatas.

®” pasal 15 ayat (1) butir bbid. Selain maksud dan tujuan kegiatan, di dalam
Anggaran Dasar juga diatur mengenai nama dan tekepaidukan Perseroan, jangka waktu
berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal dasadal ditempatkan dan modal disetor,
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Pasal ini menurut Fred B.G. Tumbuan memiliki dudi a
penting, yaknipertama,sebagai sumber kewenangan dalam bertindak
bagi perseroan dakedua,sebagai batasan-batasan kewenangan bagi
perseroan dalanbertind&kApabila batasan-hatasan-ini-dilanggar
(uItr.a vire9 dan menimbulkan kerugian pada perseroan dan/ atau
pihak ketiga, maka menurut Erman Rajagukguk tida#ta a
perlindungan hukum baginya.

Akibat dari kelalaian atau kesalahanmltfa vire§ yang
diperbuat oleh direksi dan/ atau dewan komisarrggyaenimbulkan
kerugian perseroan dan/ atau pihak ketiga dalamsadksi atau
kontrak, pemegang saham dan pihak ketiga yangbaerldapat
melakukan ‘gugatan perd&talan disamping itu berlaku pula hukum
pidana jika memenuhi unsur pidaffaserta perjanjian atau kontrak
tersebut dapat dibatalkavegnietigbaa}.”

4. Business Judgement Rules
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwaasg

direksi dibebankan tugas untuk bertindak atas nalaa untuk

jumlah saham, klasifikasi isaham iapabila ‘ada bejikutah 'saham untuk tiap; klasifikasi,
hak-hak-yang ‘melekat pada Setiap saham, dan ndaiinal setiap. saham; tata cara
pengangkatan, —penggantian, pemberhentian direksi dewan —komisaris, tata cara
penggunaan laba dan pembagian deviden.

% Fred B.G. Tumbuan dalam Jhonny Ibrah@®p, Cit.,him. 246.

% Erman Rajagukguk dalathid.

0 pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahur? ZDénhtang Perseroan
Terbatas.

" pasal 155lbid.

2'Yahya HarahaQp. Cit.,him. 378.
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kepentingan korporasi dengan kejujuran dan tanggamgb yang
tinggi.” Biasanya, kewajiban dan tanggung jawab direfsiver of
directorg ditentukan dalam AD perseroan dan juga selarksrdblU
PT 1

. Dalam tataran yuridis, kewajiban dan tanggung fawang
dibebankan kepada direksi secara umum meliputi :

a. Wajib dan bertanggung Jawab dalam mengurus
Perseroar’ yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Wajib menjalankan  pengurusan  untuk
kepentingan perseroan berdasarkan maksud
dan tujuan dari perseroan sesuai AD.

2. Wajib menjalankan  pengurusan  sesuai
kebijakan yang dianggap tepat. Adapun
kebijakan yang dianggap tepat, ialah kebijakan
yang diambil berdasarkan keahlina dan
pengetahuan yang Iluas, peluang dan
kesempatan yang tersedia, dan kelaziman dunia

usaha’®

3 Lihat halaman 19 dan 20 penelitian ini.

" Yahya Harahagp. Cit.,him 371.

" Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahur? ZDénhtang Perseroan
Terbatas.

® pasal 92 ayat (1)bid.

" Pasal 92 ayat (2)bid.

8 Yahya Harahagp. Cit.,hlm 372-373.
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b. Wajib menjalankan kepengurusan dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.

Namun dalam penyelenggaraan perseroan, kerapdikeksi
mengamb_i| - keputusan-keputusan | bisnis |, yang.tidak-alsel
mer;ghasilkan keuntungan. Kadang keputusan bisisisttet berakibat
kerugian bagi perseroan. Pada dasarnya terdapatataisi dimana
direksi akibat perbuatannya dapat dimintakan pggangjawaban
secara pribadi dan kondisi dimana direksi dibebaskari tanggung
jawab walaupun keputusan bisnisnya menimbulkan dianu pada
perseroan.

Pertama, direksi atau dewan direksi dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara pribadi atau tanggunigng, apabila
bersalah gchuld, guilt,atauwrongful acy dan/ atau lalainegligencg
dalam menjalankan kepengurusannya akibat tidak sdidaitikad
baik.”® Good faithatau itikad baik ini meliputi; wajib dipercaya, jita
melaksanakan kepengurusan dengan wajar, wajib thgma@turan
perundang-undangan, wajib loyal kepada perseroam dajib

menghindari benturan kepenting&n.

" pasal 97 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4Buff 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.
8 yahya Harahagp. Cit.,him 383.
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Kedua, direksi atau dewan direksi dapat dibebaskan dari
tanggung jawab atas kerugian perser@usiness Judgement Rulék)
Doktrin business judgement ruleimlamBlack's Law Dictionaries$?
mempunya arti:

. "rule immunizes management from liability in corporate
transaction undertaken within power of corporatiand

authority of management where there is reason&al&s to

indicate thatiransaction was made with due care and in good

faith".

Pengertian menurut Black ini sejalan dengan peingia secara
yurudis daribusiness judgement rulel Indonesia. Doktrin ini dapat
mengeliminir doktrin pertanggung jawaban pribadiekisi {iercing
the corporate ve)lapabila direksi tersebut dalam melakukan transaks
atau keputusan, dapat membuktikan bahwa :

1. Kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya;

2. Direksi telah menjalankan penyelenggaraan perseroan
dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan dal&m A
perseroan (bukamitra vires);

3. Direksi dalam mengambil keputusan tidak - mempunyai

benturan kepentingan baik- secara ‘langsung maupun

tidak langsung;

8 pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahur? ZDénhtang Perseroan
Terbatas.
8 Harry Campbell BlackQp. Cit.,him. 200.
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4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau
menghentikan kerugian tersebut terus belanjut.
Syarat-syarat _ini__dalam pembuktiannya harus tagrsi
kumulatif, ‘danbukan alternafif. Dalam doktrin hukum-korporasi
mod.ern’?4 terdapat beberapa tambahan syarat dari berlakwmsiaess
judgement rulesyakni, diambil dengan pertimbangan rasional, hati-
hati dan tidak tergesa-gesa, serta untuk kepemtiteghaik perseroan.
3. Teori Penegakan Hukum Pidana
Secara konsepsional, Soerjono Soekanto menyatakahwa
penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mesik@nanilai-nilai yang
terjabarkan kedalam kaidah-kaidah yang mantap damgejawantahkan sikap
serta tindakan sebagal rangkaian penjabaran ndaept akhir untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedarpaigaulan hidup.
85
Nilai-nilai tersebut menurut Satjipto Rahardfomeliputi ide dan cita
hukum yang masih cukup abstrak, untuk dirumuskanjaae suatu tujuan
hukum secara konkrit. Tujuan atau cita hukum mennilai-nilai moral,
seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ters¢dtawus mampu diwujudkan

dalamrealitas yang nyata.

8 Yahya HarahapQp. Cit.,him 386.

8 Slide Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perusamadiakses tanggal 16
Januari 2015, Pukul 20.10 WIB.

% Soerjono Soekant@p. Cit.,him. 8.

% gatjipto Rahardjo, 2009Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis
Yogyakarta: Genta. him. vii.
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Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suates hukum yang
didukung oleh elemen-elemen yang menjadi faktotipgrdalam penegakan
hukum. Lawrance M. Friedman menjabarkan ada 3 elgmeating di dalam
sistem hukum, _ya-kni-': struktur hukuntedal| structure), substansi-hukum
(legal subtance)dan budaya hukunte@al culture) ®” Lebih lanjut, Friedman
menyatakan %

"by structural, we mean the instituiton themselvies,form they take,
and the process that they perform. Structure ineltitle number and
the type of court; presence or absence of congtitufpresence or
absence of federalism of pluralism; division of powbetween
judges, legislatures, govenors, kings, juries, amdiministrative

officers; modes of procesdure in various institnsipand the like"

Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah segatéusi yang
diciptakan oleh hukum dengan berbagai fungsi datangka mendukung
sistem hukum. Lalu yang dimaksud dengan substargirh adalah produk-
produk yang dihasilkan oleh sistem hukum itu send@perti, norma,
peraturan perundang-undangan, doktrin dsb.

Sedangkan budaya hukum adalah bagian yang saega¢ngaruh
dalam sistem hukum, berisi nilai dan sik@alues and attitudeyang dapat

memberikan dampak positif maupun negatif dalanesighukum itu sendiri.

8 Soerdjono Soekant® sependapat dengan pemikiran Friedman. Soerjono

31.

8 Lawrance M.Friedmarn,oc. Cit
8 Lawrance M.Friedman sebagaimana dikutip dari @hixgustina,Op. Cit, him.

8 bid.
% Soerjono Soekant@p. Cit.,him. 5.
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Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktomgesiam penegakan

hukum, diantaranya :

a.
b.
c.
d.

e.

Faktor hukumnya itu sendiri;
Fa_ktor penegak hukum;
Faktor sarana atau fasilitas;
Faktor masyarakat;

Faktor kebudayaan.

Dalam konteks penegakan hukum, Muladi menyatatendapat

beberapa tahap dalam penegakan hukum, khususnyeggb@m hukum

pidana, tahapan tersebut diantaranyfa :

a.

b.

C.

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukurabstracto
oleh; badan pembuat undang-undang. Disebut jugap taha
kebijakan legislatif;

Tahap Aplikasi, yaitu tahapan dimana penerapan rnuku
pidana diakukan oleh aparat-aparat penegak hukulai iohari
kepolisian sampai pengadilan. Disebut juga tahalkgtif;

Tahap Eksekutif, yakni tahapan dimana pelaksanagoirh
pidana secara konkret dilakukan oleh aparat-apgiatksana

pidana. Disebut juga‘tahapan kebijaksanaan ek$ekuti

Dalam tahapan aplikasi, terkait penegakan hukudana, Joseph

Golstein membedakannya kedalam 3 bentuk, ya¥ni :

1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 199Bunga Rampai Hukum PidanBandung:

Alumni. him. 13.
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a. Total Enforcement

C.

Yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana asulist
(sqbstantive law ‘of .crime Penegakan hukum.pidana secara
total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para pakegukum
dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidanartsepenya
aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahulua
Full Enforcement

Dalam ruang lingkup ini para penegak hukum tidak
bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimah&ka
adanya berbagai keterbatasan.

Actual Enforcement

Pelaksanaan ini pun tidak tertutup kemungkinamkint

terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukah algarat

penegak hukum.

Dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum pidalsdala upaya
untuk menyerasikan nilai-nilai, ide dan cita hukyamg terkandung di dalam
kaedah-hukum pidana yarig masih- bersifat, abstraljaaie suatu “tujuan
hukum yang ideal secara konkret. Upaya penyeraeiaa.but harus didukung

oleh elemen-elemen dalam sistem hukum sepertitstritukum, substansi

16.

92 Muladi, 1995 Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidaisemarang: BP Undip. him.
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hukum dan budaya hukum agar upaya pencapaian tujukam tersebut

dapat berjalan dengan maksimal.

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yargsdilan pada peraturan
perundang-undangan teftentu dan juga> literatualte yang, berisikan.defenisi-
defenisi®® dan dija;dikan pedoman dalam penulisan ini.

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul lEzmupenelitian hukum
ini, maka akan diperjelas, sebagai berikut :

1. Status

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Statusu@ta mempunyai
arti keadaan atau kedudukan (orang, badan, damaepa) dalam hubungan
dengan masyarakat disekelilingnya;

Yang dimaksud dengan status dalam penelitiaradalah, keadaan
atau kedudukan keuangan negara yang dipisahkaal&en d@adan Usaha Milik
Negara (BUMN) berbentuk Persero dalam hubunganmagah berbagai
regulasi seperti regulasi pemberantasan tindalhpiéarupsi.

2. Keuangan Negara
Pengertian Keuangan Negara diatur di dalamadg-Undang Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negdta(selanjutnya disebut UU KN).
Keuangan negara berdasarkan UU KN Pasal'l butialala semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uantp segala sesuatu baik

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian. ,Op. Cit.,him. 132.
% Departemen Pendidikan Nasional, 20R@8mus Besar Bahasa Indonesiakarta:

Gramedia. him. 1338.
% Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuardmgara. (Lembar

Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembar Negar4d286)
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berupa uang maupun berupa barang yang dapat difadikilik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibatters

Adapun ruang lingkup keuangan negara berdasatkdnKkN

meliputi ;

a. .hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas aayamum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pajajaketi

c. Penerimaan Negara,

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelothrsatau oleh
pihak lain berupa utang, surat berharga, piutaagry, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasekakaan
negara yang dipisahkan pada perusahaan negaraipaamns
daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalamgka
penyelenggaraan'tugas'pemerintahan dan/atau kegamtimum;

I. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengar; meng@amédsilitas

yang diberikan pemerintah.

% | ihat Pasal 2lbid.
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemtasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahnddUndang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndadgAdg Nomor 31
Tahun 1999 \tentang- Pemberantasan. Tindak 4 Pidanap&ioigelanjutnya
disebut UU PTPK)?’ juga mengatur pengertian dan ruang lingkup dari
keuangan negar.

Keuangan negara sebagaimana undang-undamgp adalah seluruh
kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisabteu yang tidak
dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekapegara dan segala
hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertagimgaban
pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat nrauptingkat
daerah.

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertgnggaban
Badan Usaha Milik Negara/ Badan usaha Milik Daesayasan,
badan hukum, dan perusahaan yeng menyertakan medala,
atau perusahaan yang menyertakan modal pihak Kegigiasarkan
perjanjian dengan Negara.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero

" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemtzesam Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undangagnéomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19%8ntg Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indon&aiaun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

% Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tat@89 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alinea ke-4.
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Pengertian Badan Usaha Milik Negara Berdasarkindang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Neg¢selanjutnya disebut
UU BUMN) ialah adalah badan usaha yang seluruh atagian besar
modalnya. dimitiki _oleh negara melalui penyertaacasa langsung-yang-berasal
dari kekayar;ln negara yang dipisahKan.

Sedangkan dari segi bentuknya, UU BUMN metagkarikan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) kedalam tiga bentuR®

1. Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan, yakni
Perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas sgham
seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimilikegiira
Republik Indonesia yang tujuan utamanya vyaitu menca
keuntungan.

2. Perusahaan Perseroan terbuka, yakni Persero yadal ian
jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertatgu
Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Perum (Perusahaan Umum), yakni BUMN yang seluruh
modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atasasahyang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penye thasmg
dan/atau jasa yang bermutu tinggi da;n sekaligusgsjan

keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan pexaisa

% Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badamaudfilik Negara,
Op.Cit.,Pasal 1 butir 1.
100) ihat ketentuan Pasal 1,2,3 dan Pastbid,
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4. Pengusutan Tindak Pidana
Pengusutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesigunga arti :
101
1. Proses, Gara perbuatein mengusut; Pemeriksaareli@gmn.
2. ljsaha mencari bahan-bahan bukti apabila timbul @lugseseorang
melakukan tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana atau dikenal juga self@gaafbaar feit
dalam bahasa belanda, menurut Hazewinkel-Suringiatadsuatu perilaku
manusia yang pada suatu saat tertentu telah dithldklam suatu pergaulan
hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu penjakg harus ditiadakan oleh
hukum pidana”*®?

Pendapat ini 'ditentang oleh beberapa ahli yangyatekan bahwa
tindak pidana atawstrafbaar feittidak tidak hanya sebatas perilaku yang
ditolak, tetapi sudah merupakan suatu serangaradeaman terhadap hak-
hak orang lain.’*® Proses pengusutan yang dimaksudkan penulis ialah
penyelidikan dan termasuk penyidikan sebab di daiatem peradilan pidana

di Indonesia, secara kelembagaan tidak ada pemisattara peran penyelidik

dan peran penyidik. Pengusutan dalam tindak pide@apakan bagian dari

Y2 bepartemen Pendidikan Nasior@p. Cit, him: 1514. |

192 p AF. Lamintang, 201Dasar-Dasar Hukum Pidana IndonesBandung: Citra
Aditya Bakti. him. 181.

193 yan Hamel dan Pompe adalah ahli hukum yang memartitedak pidana sebagai
suatu ancaman dan serangan terhadap hak-hak oagmgPlompe berpendapat bahwa
strafbaar feitadalah suatu pelanggarang norma ( gangguan terhaddédp hukum ) yang
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja ttdhakan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman tersebut perlu dilakukan unt@njamin terpeliharanya tata tertib
hukum dan kepentingan umum.
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sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisiahagai penyelidik dan
penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan Pengadédbagai lembaga yang

menghakimi.

Pen_'yel'idik 'belr'c.iasarkan Pe.lsal 1 angkei 4. UndangsuncdHukum
Acara Pidana Nomor. 8 Tahun 1981 (KUHAPY Jo. Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisiegara Republik
Indonesia (UU Kepolisian), adalah “Pejabat polisigidra Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, untoelakukan

»105

penyelidikan™

Sedangkan Penyelidikan, berdasarkan Pasal 1 amdgkdHAP Jo.
Pasal 1 angka 9/UU Kepolisian, adalah “Serangkéizakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yadggdi sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakpkayidikan menurut
cara yang diatur oleh undang-undan{®.

Sedangkan Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 5A®JBb. Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Kepolisian, bahwa yang dioehkiengan penyidik
adalah “Pejabat Polisi Negara republik Indonesta @ejabat pegawai negeri
sipil_tertentu -yang diberi; kewenangan khusus oledaang-undang untuk

melakukan péenyidikan™®’

194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang HukunraBédana. ( Lembar
Negara Tahun 1981 No. 76 , Tambahan Lembaran N&gag209).

1%pbid., Pasal 1 angka 4.

1%pid., Pasal 1 angka 5.

197 1bid.
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Sedangkan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angkltHAP Jo. Pasal
1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian, adalah “Sdwaag tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatuamdalindang-undang ini
untuk mencati .'f,erta-mengumphlkan buktl yang dermakti itu-membuat
terang te.ntang tindak pidana yang terjadi dan gumanemukan
tersangkanya.™

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oldangaundang ini
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta mataksa putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap.t8edangkan jaksa
penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang whelang-undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan pemetsmkim:®® Dalam
tindak pidana korupsi, Kejaksaan Republik Indonésipat bertindak sebagai
penyelidik dan penyidik tindak pidana korup$i.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitianaoalah metode

yuridis-normatif. Menggunakan metode yurudis-noimsgébab yang dikaji

dalam penelitian ini mencakup azas-azas hukumersaika hukum dan

sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun zomtal pada hukum

198 hid., Pasal 1 angka 1.

19pid., Pasal 1 angka 6 butir a dan butir b.

110 pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahurl 1#&&ang Hukum Acara
Pidana Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor ahunT 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan KUHAP.
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positif dalam menentukan kesesuaian. Selain itoelgean ini juga melihat
sinkronisasi norma-norma dengan doktrin atau peatcitgi**
1. Pendekatan Masalah
pe_nulis--'menggunakan pendekatan undang-undatatuie
app.roacI) dan pendekatan konseptuabiiceptual approagh
a. Pendekatan Undang-Undartgjdtute Approach
lalah sebuah metode penelitian yang menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelas
dengan status keuangan negara, BUMN, tindak pidangsi
serta mekanisme pengusutan tindak pidana korupei. i
guna mengamati adakah konsistensi maupun kesesasiian
satu undang-undang dengan undang-undang laiihya.
b. Pendekatan Konseptu@d@nceptual Approach)
lalah sebuah metode penelitian hukum yang berpijak
pada doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan yang
berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide
maupun gagasan-gagasan terkait pengertian, asaskeasep
terkait badan hukum, status keuangan negara, BUiviNak
pidana Ikorupsi, serta mekanisme pengusutan “tinda&na
korupsit*® .

2. Sumber dan Jenis Data

1 50erjono Soekant®engantar Penelitian. , Op. Cit.,him. 51.
12 peter Mahmud Marzuki, 200Bgnelitian HukumJakarta: Kencana. him. 133.
131pid., him. 135-136.
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a. Sumber Data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui
penelitian kepustakaariiprary Research artinya data yang
diperoleh dalam penelitiany ini j dilakukan dengan. fbaca
karya-karya yang terkait dengan persoalan yang aldeai.
Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang
penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dip&siakaan
Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaa
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inlahda
data sekunder yakni data yang di peroleh dari hessiklitian
kepustakaan Library Research yaitu berupa peraturan-
peraturan dan buku-buku atau literatur yang beakaitengan
keuangan negara, BUMN, serta tindak pidana korupata
sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian in
mencakup :

1. Bahan Hukum Primer
Yaitu' bahan hukum yang mengikat; dalam hal
ini yang dapat menunjang peneliti.an, antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.
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b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara.

c. Udang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

«. Perusahaan.

d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.

g. Serta undang-undang terkait lainnya yang memiliki
korelasi dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum
sekunder yang digunakan penulis adalah karya dari
kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pararsarja
bahan pustaka atau literatur yang.; berhubungan denga
masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier
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yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk
terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum
sekunder seperti ensiklopedi hukum, kamus hukum,
 kadmus bahasa, ‘dan sebagainya, yang-lebih- dikenal
dengan nama bahan acuan bidang hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpatan d
dengan jalan komunikasi, yakni melalui komunikagbadi
antara peneliti dengan narasumber. Peneliti bepzeda
langsung dengan narasumber untuk menanyakan Sesma
hal-hal 'yang diinginkan dan jawaban narasumbertaticaleh
peneliti. | Teknik ' yang digunakan adalah teknik pedom
wawancara, Yyaitu peneliti membuat daftar pertanyaan
pertanyaan pokok yang diajukan kepada respondeokunt
diperoleh data nantinya. Dalam penelitian yuridisamatif,
hasil wawancara bukanlah sebagai salah satu suddier
Hasil wawancara, terutama yang telah dipublikasil@apat
dikategorikan ' sebagai - bahan'/hukum - tersier ~dan nytdat
melengkapi-** .

b. Studi Dokumen

141bid., him. 206.
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Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap
penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologiSjudi
dokumen dilakukan dengan cara mempelajari buku-kigw
do_kumen-dokumen serta literatur-literatur dan-aftilyang
dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

4. Pengolahan dan Analisis Data
Setelah penulis mengumpulkan data-data di lapangeaka
penulis akan mengolah dan menganalisis data terskngan cara
sebagai berikut :
a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, diolah dengan ealiging
Data yang telah diperoleh penulis akan di suntedeliih
dahulu guna mengetahui apakah data yang diperetshhiut
sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemeca
masalah yang sudah dirumusKan.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya dilakukan arali
Analisis data yang digunakan adalah analisis latdliyaitu
data‘tidak berupa anhgka sehingga tidak menggunakans
statistik tetapi menilai berdasarkan Iogik.a darralkan dalam

bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkamgae

1> Bambang Sunggono, 200@etode Penelitian HukundakartaPT Raja Grafindo.
him. 125.
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peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana

pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

LAs
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